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Ringkasan Implementasi Program/Kegiatan  

 

Implementasi proyek RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2025 
difokuskan pada penguatan aksi mitigasi perubahan iklim melalui berbagai kegiatan strategis yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Yayasan Penabulu selaku 
lembaga perantara. Pada penguatan kelembagaan dan perlindungan hutan, telah dimulai proses 
penyusunan atau revisi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) di 4 (empat) KPH, serta 
pelaksanaan patroli pengamanan hutan sebanyak 46 kali di sembilan KPH dan 1 (satu) UPTD Tahura 
untuk mengidentifikasi gangguan seperti perambahan dan penebangan liar. Selain itu, dilakukan 
peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembekalan kepada 10 kelompok Masyarakat Peduli Api 
(MPA) serta pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di KPH Tabalong untuk memperkuat 
kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan serta gangguan keamanan hutan lainnya. 

 

Dalam upaya penanganan lahan kritis, Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan telah 
melaksanakan serangkaian persiapan teknis melalui 7 (tujuh) kali ground check lokasi, risalah lapangan, 
dan sosialisasi penanaman sebagai bagian dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RKP RHL). Implementasi fisik di lapangan ditandai dengan dimulainya 
kegiatan penanaman awal (P0) di KPH Kayu Tangi, Desa Cempaka, yang mencakup pengadaan bibit 
jenis MPTS (seperti mangga dan alpukat) serta pohon ulin untuk area rencana seluas 100 hektar. Pada 
sektor pengembangan usaha masyarakat, telah dilakukan pengecekan lapangan untuk pengembangan 
sistem silvopastura di KPH Tanah Laut dengan rencana mengintegrasikan ternak kambing dan sapi ke 
dalam pengelolaan hutan guna meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar hutan. 

 

Untuk memperkuat kebijakan dan kelembagaan RBP REDD+ Output 2, program ini menyelenggarakan 
sosialisasi tingkat provinsi dan kegiatan kick-off penanaman di Kelurahan Cempaka yang menandai 
dimulainya rehabilitasi lahan seluas total 250 hektar yang tersebar di  5 (lima) lokasi. Sementara itu, 
pada aspek implementasi Program Kampung Iklim (Proklim), telah dilakukan pengadaan perangkat 
elektronik pendukung untuk membantu penyusunan peta jalan Proklim di Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan Selatan. Seluruh rangkaian kegiatan ini didukung oleh proses monitoring dan 
evaluasi triwulanan yang mencakup koordinasi intensif untuk membahas rencana kerja dan percepatan 
implementasi proyek agar berjalan secara efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.  

 
Pada Tahun 2025, jumlah gender yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung 
berjumlah 992 laki-laki dan 282 perempuan dengan persentase keterlibatan laki-laki sebesar 78% dan 
keterlibatan perempuan sebesar 22%. Hal ini menunjukan masih dominannya peran laki-laki pada 
pelaksanaan proyek RBP REDD+ Output 2 di Kalimantan Selatan. 

 
  

 
Banjarbaru,    Maret 2026 

 
 

 
Penanggung Jawab Kegiatan 
Yayasan Penabulu 

Mengetahui, 
Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Kalimantan Selatan 

 
 
 
 
 

EKO KURNIAWAN KOMARA 

 
 
 
 
 
Fathimatuzzahra, S.Hut., M.P. 
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1. Detail Program/Proposal 

 

1. Proyek RBP REDD+ for Results Period 2014-2016 GCF Output 2 

2. Kategori Kategori II: Kinerja ER pada 2014-2016 

3. Pelaksana 

 

Provinsi Kalimantan Selatan  

Nama Lemtara Yayasan Penabulu 

Nomor Perjanjian • 1000/PKS/DISHUT/2024 

• 082/PK/PENABULU/IV/2024 

Periode Program (2025-2028) 

4. Periode Pelaporan Tahun: 2025 

5. Judul Proposal Penguatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Penanganan Lahan Kritis 

dan Gangguan Kehutanan, serta Penguatan Perhutanan Sosial, 

Kelembagaan dan Kebijakan REDD+ Provinsi Kalimantan Selatan  

6. Total Pendanaan 

Program/Kegiatan 

(Durasi Total) 

(Rp) 54.013.302.093  

7. Total Dana yang 

Diajukan Tahun 

Berjalan (2025) 

(Rp) 9.104.842.729  

8. Total Realisasi Dana 

Tahun Berjalan (2025) 

(Rp) 1.993.214.907  

 

2. Kemajuan Implementasi 

1.   Kinerja Program 

 

Berikut disajikan daftar pengisian "Outcome” proposal yang direfleksikan dengan "Output" 

dan  "Outcome” Rencana Investasi Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

No. Outcome program/ 

proposal 

Output Rencana Investasi  

RBP REDD+ GCF Output 2 

Outcome Rencana Investasi  

RBP REDD+ GCF Output 2 

OP1  OP2  OP3  OP4  OP5  OM1  OM2  OM3  OM4  

Outcome 1.  

Menguatkan Kinerja 

Pemprov Kalimantan 

Selatan dalam menangani 

emisi GRK    

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Outcome 2.  

Berkembangnya usaha 

pengelolaan HHBK oleh 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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masyarakat di dalam dan 

sekitar hutan   

Outcome 3.   

Menguatnya Kebijakan 

dan Kelembagaan 

REDD+ serta 

implementasi NDC di 

Provinsi Kalimantan 

Selatan   

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

2.   Status Implementasi Keluaran Proyek 

 

Implementasi proyek RBP REDD+ GCF output di Provinsi Kalimantan selatan telah dimulai  tahun 2025 

dan menunjukan progres relatif baik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Selatan sebagai pelaksana utama, dengan dukungan Yayasan Penabulu sebagai lembaga 

perantara. Kolaborasi ini menjadi pondasi penting dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan 

kerangka kerja Result-Based Pament (RBP) REDD+ GCF Output 2. 

Secara umum, pelaksanaan kegiatan menunjukan perkembangan positif. Meskipun tidak seluruh 

rencana awal dapat direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kegiatan yang 

belum terlaksana dan sebagian lainnya justru dilaksanakan lebih awal, kondisi ini merupakan bagian 

dari dinamika implementasi di tingkat tapak. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan 

efektivitas dan efisiensi anggaran, tanpa mengurangi capaian target utama. Sebagian besar kegiatan 

telah berhasil mencapai luaran yang direncanakan. 

▪ Implementasi output 1.1 Dalam rangka menguatkan menguatkan kelembagaan (fungsi dan peran) 

KPH telah dilaksanakan pengadaan tenaga ahli yang mendukung KPH dalam menyusun/revisi 4 

(empat) dokumen RPHJP. Selain itu, KPH juga telah melaksanakan patroli sebanyak 46 kali 

sebagai bagian dari upaya pengawasan dan perlindungan kawasan hutan. Dalam rangka 

meningkatkan partisipasi masyarakat, KPH telah melakukan pembinaan 10 kelompok masyarakat 

peduli api (MPA) dan telah melakukan 1 (satu) kali pembinaan masyarakat mitra polisi kehutanan. 

▪ Implementasi output 1.2. dalam rangka mengurangi lahan kritis di kalimantan selatan telah 

dilaksanakan serangkaian kegiatan pertemuan penyusunan 5 (lima) dokumen rencana kerja 

pemerintah RKP RHL. Selanjutnya, telah dilaksanaan penanaman sebanyak 20.856  batang bibit 

pohon pada area seluas 52 ha. Dalam rangka mendukung keberhasilan RHL telah dilakukan 5 

(lima) kali pengawasan penanaman. 

▪ Implementasi output 2.1, dalam rangka meningkatkan kapasitas KPS/KTH dalam pengelolaan 

hutan dan pengembangan usaha kelompok masyarakat telah dilaksanakan pengadaan tenaga 

administrasi untuk mendukung proses administrasi selama pelaksanaan program. Telah dilakukan 

peninjauan usaha 2 (dua) kelompok Pengembangan silvopastoral sebagai bagian dari upaya 

pembinaan dan peningkatan kapasitas usaha kelompok masyarakat. 

▪ Implementasi output 3.1, dalam rangka menguatkan kapasitas kelembagaan 

pengelola/pelaksanaan REDD+ Provinsi Kalimantan Selatan, telah dilaksanakan sosialisasi 

pelaksanaan RBP REDD+ output 2. selanjutnya, telah dilakukan kick off penanaman bibit pohon di 

lahan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mendukung efekivitas pelaksanaan program, telah 

dilaksanakan pengadaan tenaga ahli engagement guna memperkuat koordinasi dan komunikasi 

program. Serta pengadaan 1 paket perangkat cetak (print) untuk mendukung operasional 

kesekretariatan. 
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▪ Implementasi output 3.3 dalam rangka penyusunan peta jalan proklim Provinsi Kalimantan Selatan 

telah dilaksanakan pengadaan 1 paket perangkat elektronik guna mendukung kelancaran kegiatan 

dan fungsi kesekretariatan, paket perangkat terdiri 1 (satu) unit PC, 3 (tiga) unit laptop, 1 (satu) 

tablet android, 1 (satu) unit kamera, 1 (satu) unit harddisk eksternal, 1 (satu) unit drone dan 1 (satu) 

unit print. 

▪ Implementasi monitoring dan evaluasi program RBP REDD+ Provinsi Kalimantan Selatan telah 

dilaksanakan 5 (lima) kali pertemuan koordinasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan 

program RBP REDD+ Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan koordinasi tersebut bertujuan untuk 

memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja, mengidentifikasi kendala di 

lapangan, serta merumuskan langkah tindak lanjut dalam rangka efektivitas program. 
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Project Output 

 

Project Activity Indikator  Status Implementatio

n Progress  

(%) 

1.1. Menguatnya 

Kelembagaan 

(Fungsi dan 

Peran) KPH 

1.1.1. Penyusunan/ Revisi RPHJP di 4 

KPH 

Tersedianya 4 draft 

dokumen RPHJP 

(KPH Tabalong 

(Unit V) Prov. 

Kalsel, KPH 

Cantung (Unit II) 

Prov. Kalsel, KPH 

Kusan (Unit VI) 

Prov. Kalsel, KPH 

Balangan (Unit VIII) 

Prov. Kalsel) 

On going 10% 

Pada kuartal ini, kegiatan 

penyusunan/revisi RPHJP di empat KPH 

telah dimulai melalui pengadaan tenaga 

ahli untuk penyusunan Dokumen 

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka 

Panjang (RPHJP) KPH Tabalong Unit V 

Tahun 2026–2035. Pada tahap awal, 

tenaga ahli difokuskan untuk 

mengerjakan dokumen RPHJP KPH 

Tabalong Unit V, dengan melibatkan 

satu orang tenaga ahli. 

Sampai dengan pelaporan ini, 

status capaian output masih 

dalam proses. Pada tahun 2025 

telah dilaksanakan pengadaan 

jasa tenaga ahli (1 orang) 

dalam rangka penyusunan 

dokumen RPHJP. 

 

[Foto. SPK RPHJP Tabalong dengan tenaga ahli] 

1.1.2. Perlindungan dan Pengamanan 

Hutan 
Tersedianya: 

On going 38% 
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Kegiatan Utama didukung dengan 6 sub 

kegiatan yaitu ;  

(1.1.2.1) Patroli Upaya pencegahan dan 

deteksi dini dalam pengendalian 

karhutla. (1.1.2.2) Patroli pengamanan 

hutan. (1.1.2.3). Pengadaan APD dan 

peralatan pendukung pemadaman untuk 

9 KPH dan 1 UPT Tahura. (1.1.2.4). 

Pembekalan dan pembinaan terhadap 

Masyarakat Peduli Api di 9 KPH dan 1 

UPT Tahura. (1.1.2.5). Pembinaan 

MMP. (1.1.2.6) Alat Kelengkapan MMP 

Pada tahun 2025 telah dilakukan 3 sub 

kegiatan yaitu ; 1.1.2.2. Patroli 

pengamanan hutan. 1.1.2.4. 

Pembekalan dan pembinaan terhadap 

Masyarakat Peduli Api di 9 KPH dan 1 

UPT Tahura. 1.1.2.5. Pembinaan MMP, 

sedangkan sub kegiatan lainnya akan 

dikerjakan pada tahun berikutnya. 

1. 70 kali patroli 
pencegahan 
kebakaran hutan 
dan lahan di 
masing-masing 
9 (Sembilan) 
KPH dan 1 
(satu) UPT 
Tahura  

2. 840 patroli 
pengamanan 
hutan  

3. 1 (satu) paket 
pengadaan 
peralatan 
pendukung 
pemadaman  

4. 30 kali 
pembekalan dan 
pembinaan MPA  

5. 10 kali 
pembinaan 
MMP 1 (satu) 
paket 
pengadaan 
untuk 
Masyarakat 
Mitra Polhut  

Capaian output masih dalam 

proses, pada tahun 2025 telah 

terlaksana 3 (tiga) kegiatan dari 

5 (lima) kegiatan yang 

direncanakan. 

1.1.2.2. Patroli pengamanan hutan 140 kali patroli 

pengamanan hutan 

On going 33% 

Patroli telah dilakukan sebanyak 46 kali 

di 9 KPH dan 1 Tahura. 

Patroli diawali dengan membahas titik-

titik lokasi yang akan dikunjungi, 

khususnya lokasi yang dinilai rawan 

terhadap pelanggaran di bidang 

kehutanan di dalam wilayah KPH/UPT 

Tahura.  

Selanjutnya, tim melakukan kunjungan 

lapangan untuk mengambil dokumentasi 

serta mencatat koordinat lokasi sebagai 

bahan laporan dan tindak lanjut. 

Di kawasan UPTD Tahura ditemukan 

bekas aktivitas tambang emas ilegal 

yang sudah tidak beroperasi di Desa 

Sungai Luar, sementara di KPH Pulau 

Laut Sebuku tidak ditemukan aktivitas 

ilegal. Di KPH Sengayam dan KPH Hulu 

Sungai ditemukan kegiatan pembukaan 

lahan di dalam kawasan hutan, 

sedangkan di KPH Cantung ditemukan 

sisa kegiatan penebangan kayu yang 

telah diamankan dan dilaporkan kepada 

Dinas Kehutanan untuk ditindaklanjuti. 

Di KPH Kusan tidak ditemukan kegiatan 

ilegal, namun terdapat aktivitas 

pembakaran lahan di kebun masyarakat 

Untuk capaian output masih 

dalam proses, untuk capaian 

kegiatan tahun 2025 telah 

dilakukan 46 kali patroli dari 140 

kali. Selanjutnya telah 

direncanakan pelaksanaan 

pada tahun berikutnya. 
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yang berpotensi berkembang menjadi 

kebakaran lahan.  

Selain itu, patroli pengamanan hutan 

dalam rangka REDD+ di wilayah Desa 

Hakim Makmur, Kecamatan Sungai 

Pinang, Kabupaten Banjar (KPH Kayu 

Tangi) berjalan aman, tertib, dan 

kondusif, dengan temuan berupa 

tanaman kelapa sawit lama tanpa 

penambahan luasan, perkebunan sawit 

berumur sekitar dua tahun dengan 

kepemilikan yang belum jelas, serta 

bukaan lahan baru seluas kurang lebih 2 

(dua) hektar di dalam kawasan hutan, 

termasuk lokasi sawit di sekitar jalan tol 

yang telah dilakukan tindakan represif 

dan masih memerlukan pengawasan 

lanjutan.  

Seluruh temuan telah ditindaklanjuti 

melalui pendataan, pendokumentasian, 

penyuluhan, serta koordinasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Partisipasi Perempuan mencapai 18% 

pada kegiatan patroli pengamanan 

hutan berasal dari unsur KPH, dimana 

tim disusun berdasarkan fungsi dan 

keahlian masing-masing. 

 

[Foto. Briefing sebelum pelaksanaan patroli di KPH Balangan] 

1.1.2.4. Pembekalan dan pembinaan 

terhadap Masyarakat Peduli Api di 9 

(Sembilan) KPH dan 1 (satu) UPT 

Tahura 

10 Kali pembekalan Tercapai 100 % 

Pembekalan dan pembinaan  dilakukan 

kepada 10 MPA/desa yang ada di 9 

Capaian target output masih 

dalam proses, sedangkan 
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(Sembilan) KPH dan 1 (satu) Tahura 

(KPH Tabalong, KPH Balangan ,KPH 

Hulu Sungai, KPH Kayu Tangi, KPH 

Tanah Laut, KPH Kusan, KPH Pulau 

Laut Sebuku, KPH Catung, KPH 

Sengayam dan UPTD TAHURA Sultan 

Adam). Kegiatan ini dilakukan pada 

rentang waktu Oktober – November 

2025.  

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan 

dengan memberikan fokus materi pada 

pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan dalam pembinaan Masyarat 

Peduli Api (MPA) dengan tujuan menilai 

tingkat kewaspadaan dan 

kesiapsiagaan personel serta peralatan, 

sekaligus memberikan pembinaan, 

arahan, dan ruang dialog untuk bertukar 

pendapat. Pelaksanaan kegiatan 

dilakukan melalui paparan, diskusi, 

dialog, serta pelatihan singkat 

penggunaan peralatan pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan. 

Materi diberikan langsung oleh Dinas 

Kehutanan dan Manggala Agni dengan 

materi kebijakan dan regulasi 

pembinaan MPA tahun 2025, 

pengenalan peralatan pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 

teknik pengendalian kebakaran hutan 

dan lahan dalam pembinaan MPA, serta 

demonstrasi penggunaan perangkat 

pemadaman. Dengan harapan MPA 

dapat melaksanakan upaya 

pencegahan dan penanggulangan 

karhutla dengan baik. 

Partisipasi Perempuan mencapai 28% 

terdiri dari unsur anggota Masyarakat. 

Utusan peserta berdasarkan 

musyawarah mufakat pengurus 

kelompok dan kesediaan waktu anggota 

untuk hadir. Peserta Perempuan mampu 

mengikuti kegiatan hingga selesai dan 

masukan dan saran perempuan tercatat 

dalam laporan kegiatan. 

untuk capaian sub kegiatan 

telah terlaksana 10 kali 

pembekalan untuk MPA. (KPH 

Tabalong, KPH Balangan ,KPH 

Hulu Sungai, KPH Kayu Tangi, 

KPH Tanah Laut, KPH Kusan, 

KPH Pulau Laut Sebuku, KPH 

Catung, KPH Sengayam dan 

UPTD TAHURA Sultan Adam) 
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[Foto. Pembekalan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api Desa Telaga Purun] 

1.1.2.5. Pembinaan MMP 1 (satu) kali 

pembinaan MMP 

Tercapai 100% 

Pada tanggal 27-29 Desember 2025, 

telah dilaksanakan kegiatan kegiatan 

pembinaan MMP dimulai dengan 

pelatihan MMP di KPH Tabalong, 

dengan tujuan meningkatkan kapasitas 

masyarakat lokal agar dapat 

berpartisipasi aktif dalam perlindungan 

dan pengamanan hutan, menjadikannya 

"ujung tombak" dalam upaya konservasi.  

Pelatihan ini mencakup materi mengenai 

peran dan fungsi MMP, dasar hukum 

pengamanan hutan, teknik patroli, serta 

penanggulangan konflik sosial, diikuti 

dengan praktik lapangan dan simulasi. 

Hasil yang diharapkan adalah 

terbentuknya MMP yang terlatih, 

berkurangnya ancaman terhadap 

kawasan hutan, dan terbangunnya 

kemitraan yang kuat antara Polisi Hutan 

dan masyarakat. Terdapat langkah 

tindak lanjut seperti patroli rutin 

gabungan dan sistem pelaporan cepat 

untuk menjaga keberlanjutan hasil 

pembinaan. 

Partisipasi Perempuan mencapai 10 % 

terdiri dari unsur Masyarakat. Peserta 

merupakan utusan anggota kelompok 

Masyarakat yang ditentukan 

berdasarkan musyawarah mufakat. 

Capaian output masih dalam 

proses. Pada tahun 2025 telah 

tercapai 1 (satu) kali pembinaan 

MMP di KPH Tabalong. 
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Perempuan mampu menerima materi 

dengan baik tanpa ada keterbatasan, 

Perempuan juga diberikan kesempatan 

bertanya dan memberikan masukan. 

 

[Foto. Pembinaan MMP di KPH Tabalong]  

1.2 Berkurangnya 

lahan kritis 

1.2.1. Penyusunan dokumen RKP RHL 

dan RPDAS 

Tersusunnya 6 

(enam) dokumen 

RKP dengan 

rincian: 

a. Tersusunnya 5 

(lima) dokumen 

RKP Rehabilitasi 

Hutan dan Lahan 

sebagai acuan 

untuk 

pelaksanaan 

kegiatan 

b. Tersusunnya 1 

(satu) dokumen 

Rencana 

Pengelolaan 

Daerah Aliran 

Sungai (RPDAS)  

On going 50%  

Kegiatan utama didukung 2 (dua)  

subkegiatan yaitu ; (1.2.1.1) 

Penyusunan RKP RHL dan (1.2.1.2.) 

Penyusunan RPDAS.  

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan 

(1.2.1.1) Penyusunan RKP RHL sesuai 

dengan rencana  tahunan dan sub 

kegiatan (1.2.1.2.) Penyusunan RPDAS 

akan dilaksanakan pada tahun 

berikutnya. 

Capaian output masih dalam 

proses, pada tahun 2025 sudah 

tercapai 50% dari kegiatan 

1.2.1.1 yang sudah terlaksana 

 

1.2.1.1 Penyusunan RKP RHL 5 (lima) dokumen 

RKP RHL 

Tercapai 100% 

Penyusunan RKP RHL telah mulai 

dilaksanakan melalui serangkaian 

aktivitas, antara lain ground check calon 

lokasi penanaman, kegiatan sosialisasi, 

serta beberapa pertemuan koordinasi. 

Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan 

bagian dari rangkaian proses 

penyusunan dokumen RKP RHL. 

Target output masih dalam 

proses pencapaian. Pada tahun 

2025 telah tercapai 5 (lima) 

dokumen rencana teknis (RKP 

RHL) melalui kegiatan 7 (tujuh) 

kali ground check, 1 (satu) kali 
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Terdapat 7 (tujuh) KPH yang sudah 

melaksanakan ground check dengan 

kurun waktu dari 13 Oktober 2025 

hingga 11 November 2025. 

Pada KPH Sengayam lokasi tidak 

memungkinkan untuk dilakukan 

penanaman sehingga dialihkan ke KPH 

Hulu Sungai. Proses diawali dengan 

menggunakan data citra satelit sebagai 

gambaran awal luas lahan dan 

selanjutnya di tinjau dan observasi untuk 

memverifikasi kondisi lahan oleh 

masyarakat dan KTH. Lokasi dipastikan 

berada di luar kawasan hutan serta 

belum tercantum dalam RURHL 

Kementrian. 

Pada tanggal 3-7 November 2025 telah 

dilaksanakan pengukuran dan 

pengumpulan bahan risalah lapangan 

dan sosialisasi di wilayah KPH Kayu 

Tangi, fokus  pada penandaan batas 

ujung calon lokasi RHL (16 tanda batas 

luar dan 11 tanda bantu). 

Pada tanggal 15–16 Desember 2025 

telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi 

penanaman dilaksanakan di KPH Hulu 

Sungai  dengan luasan 60 ha yang 

dikelola oleh KTH Kayuh Beimbai.  

Pada tanggal 17–18 Desember 2025 

telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi 

penanaman di KPH Balangan dengan 

rencana luasan penanaman 30 ha yang 

dikelola oleh KTH Berkah Talipuk. 

Pada tanggal 24 Desember 2025 telah 

dilaksanakan kegiatan sosialisasi 

penanaman oleh KPH Kayu Tangi 

dengan luasan 31 ha yang akan dikelola 

oleh KTH Sejahtera Barokah. Dari 

serangkaian kegiatan tersebut, KPH 

Kayu Tangi telah menyelesaikan 

penyusunan rancangan kegiatan 

penanaman RHL di Desa Cempaka 

dengan total luasan mencapai 100 ha. 

Partisipasi Perempuan mencapai 10 % 

berasal dari unsur anggota kelompok 

masyarakat. Seluruh peserta mampu 

mengikuti kegiatan dengan baik hingga 

penutupan. Perempuan diberikan 

kesempatan memberikan masukan dan 

saran dalam penyusunan dokumen 

perencanaan. 

risalah lapangan, dan 3 kali 

sosialisasi penanaman.  
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[Foto. Pemotretan menggunakan pesawat drone Mavic Pro 2 di KPH Pulau Laut Sebuku] 

Aktivitas 1.2.2. Penanaman Rehabilitasi 

Hutan dan Lahan 

250 Ha hutan dan 

lahan kritis  telah di 

rehabilitasi 

6 (enam) laporan 

pemeliharaan (P1 

dan P2) 

2 (dua) laporan 

monev RHL 

On going 30% 

Kegiatan Utama 1.2.2 Penanaman 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan didukung 

5 (lima) subkegiatan yaitu; 1.2.2.1 

Penanaman, (1.2.2.2). Pemeliharaan 

tahun pertama, (1.2.2.3) Pemeliharaan 

tahun kedua (P2), (1.2.2.4). 

Pengawasan Kegiatan RHL 

(1.2.2.5) Monitoring dan Evaluasi RHL 

Pada tahun 2025 telah 

dilakukan 1 (satu) kali proses 

pengadaan bibit dan proses 

penanaman telah dilakukan 

1.2.2.1 Penanaman (P0) 1 laporan kegiatan 

RHL 

On going 20 % 

Kegiatan penanaman dimulai  dengan 

tahapan persiapan dan pelaksanaan 

awal pada Rantek di wilayah KPH Kayu 

Tangi, Desa Cempaka dengan areal 

seluas 100 hektare. Pada termin 

pertama, pengadaan bibit difokuskan 

pada jenis MPTS sebanyak tujuh jenis, 

yaitu mangga sebanyak 7.821 batang, 

alpukat 6.257 batang, matoa 2.086 

batang, nangka 1.564 batang, 

cempedak 1.564 batang, kuini 521 

batang, dan manggis 1.043 batang.  

Lahan dibagi menjadi tiga blok, yaitu 

satu blok untuk tanaman MPTS, satu 

blok untuk tanaman eukaliptus, dan satu 

blok untuk tanaman ulin. Penanaman 

tahap awal dilaksanakan pada areal 

kurang lebih 52 hektare untuk MPTS, 

sedangkan sisa areal akan ditanami ulin 

dan eukaliptus setelah pengadaan bibit 

pada termin kedua. 

Sampai laporan ini disusun 

target output dalam proses, 

kegiatan penanaman dilakukan 

lebih awal dari jadwal. Pada 

tahun 2025 telah dilakukan 

penanaman di 1 (satu) lokasi 

KPH Kayu Tangi dengan seluas 

100 Ha, sedangkan 4 (empat) 

lokasi sesuai rencana akan 

dilaksanakan pada tahun 2026. 

Laporan kegiatan RHL lagi 

dalam penyusunan draf 

menunggu kegiatan 

penanaman selesai. 
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Partisipasi Perempuan mencapai 13 % 

terdiri dari unsur anggota kelompok 

Masyarakat, pembagian tugas 

berdasarkan gender Dimana laki-laki 

bertugas menanam bibit sedangkan 

Perempuan menyediakan konsumsi 

siang dan snack sore (kopi dan teh) 

anggota kelompok. 

 

[Foto. Salah satu bibit jenis nangka yang difasilitasi untuk kegiatan penanaman] 

Aktivitas 1.2.2.4. Pengawasan Kegiatan 

RHL 

2 laporan 

pengawasan RHL 

Tercapai 100% 

Pengawasan kegiatan RHL dengan 

tujuan menjamin pelaksanaan kegiatan 

RHL berjalan sesuai dengan rencana, 

ketentuan teknis dan standar yang 

ditetapkan agar hasil optimal. Kegiatan 

dilakukan sejak bulan November 2025 

dan dilakukan di 5 (lima) lokasi 

penanaman oleh 6 (enam) pendamping. 

Pengawasan kegiatan yang dilakukan 

oleh pendamping di 5 (lima) lokasi di 

kuartal ini yaitu fase persiapan lapangan 

diantaranya: (1). Koordinasi dengan 

KPH, (2). Mendampingi dan membantu 

KTH dalam persiapan administrasi. 

Dalam kegiatan ini belum terlihat 

partisipasi Perempuan. 

Pencapaian output dalam 

proses. Pada tahun 2025 telah 

dilakukan 5 (lima) kegiatan 

pengawasan RHL dari 2 (dua)  

kegiatan yang telah 

direncanakan. 3 (tiga) kegiatan 

pengawasan dilaksanakan 

lebih awal dalam rangka 

mendukung kelancara kegiatan 

lapangan. 

2.1. 

Meningkatnya 

kapasitas 

2.1.1. Peningkatan Kapasitas SDM 

KPS/KTH terkait pengelolaan hutan dan 

pengembangan usaha 

5 (lima) kali kegiatan 

peningkatan 

kapasitas 

On going 3% 
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KPS/KTH dalam 

pengelolaan 

hutan dan 

pengembangan 

usaha 

 

 

Kegiatan utama didukung dengan 2 

(dua) subkegiatan yaitu (2.1.1.1). 

Peningkatan Kapasitas SDM KPS terkait 

operasionalisasi PS dan (2.1.1.2.) 

Peningkatan Kapasitas SDM KTH terkait 

pengembangan dan pemasaran produk. 

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 1 

(satu) sub kegiatan lebih awal dari 

jadwal yaitu 2.1.1.1. Peningkatan 

Kapasitas SDM KPS terkait 

operasionalisasi PS dalam bentuk 

pengadaan tenaga administrasi. 

Sedangkan sub kegiatan lainnya belum 

jatuh tempo. 

pengelolaan hutan 

dan pengemabngan 

usaha 

3 (tiga) kali 

mengikuti event 

pameran 

Fasilitasi 

pengembangan 

usaha (lobbi 

pemasaran, 

promotion tools, 

bimtek online dan 

website) 

 

2.1.1.1. Peningkatan Kapasitas SDM 

KPS terkait operasionalisasi PS 

(tidak ada rencana 

kegiatan di Kuartal 3 

(tiga) dan 4 (empat) 

tahun 2025) 

On going 5 % 

Kegiatan peningkatan kapasitas SDM 

KPS terkait operasionalisasi PS dimulai 

dengan penyediaan admin OPD untuk 

memudahkan proses implementasi 

kegiatan, khususnya dari aspek 

administrasi selama pelaksanaan 

program. 

Hingga laporan ini disusun 

capaian output dalam proses, 

pada kuartal 3 (tiga) tahun 2025 

telah dilakukan pengadaan 

tenaga admin OPD dalam 

rangka mendukung 

Peningkatan Kapasitas SDM 

KPS terkait operasionalisasi PS 

2.1.2. Pengembangan usaha lestari 

pengelolaan HHBK 

a. 1 (satu) 

rancangan teknis 

agroforestry 

b. 135 ha 

agroforestry 

c. 1 (satu) paket 

dukungan 

pengembangan 

silvopastura 

d. 1 (satu) paket 

dukungan sarana 

prasarana pusat 

pelatihan kemiri 

e. 2 (dua) paket 

dukungan sarana 

prasarana sentra 

HHBK Kopi 

f. 1 (satu) paket 

dukungan sarana 

prasarana sentra 

HHBK kemiri 

g. 1 (satu) paket 

dukungan sarana 

prasarana usaha 

kemiri 

 

 

On going 5% 

Kegiatan utama didukung oleh 6 (enam) 

subkegiatan yaitu (2.1.2.1). 

Pengembangan Agroforestry (usulan 

UPSA) (2.1.2.2) Pengembangan 

Silvopastoral (2.1.2.3) Pengembangan 

Pusat Pelatihan Kemiri. (2.1.2.4). 

Pengembangan Sentra Sentra HHBK 

Kopi (kapasitas produksi 200.000 kg 

bean). (2.1.2.5). Pengembangan HHBK 

Kemiri (Kusan). (2.1.2.6). 

Pengembangan HHBK Kemiri 

(Balangan dan Tabalong). 

 

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 1 

sub kegiatan yaitu (2.1.2.2). 

Pengembangan Silvopastoral. Sub 

kegiatan lainnya akan dilaksanakan 

pada tahun berikutnya. 

Capaian output masih dalam 

proses, pada tahun 2025 

terlaksana survey lokasi 

pengembangan silvopastura. 
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2.1.2.2. Pengembangan Silvopastoral 1 (satu) Paket 

pengadaan 

silvopatrural 

On going 5% 

Pada tanggal 17-19 November 2025 

telah dilaksanakan kegiatan survey 

lapangan lokasi pengembangan 

silvopastura di wilayah kerja KPH Tanah 

Laut oleh Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk 

mengevaluasi penerapan sistem 

silvopastura yang mengintegrasikan 

peternakan kambing dan sapi dengan 

pengelolaan hutan berkelanjutan. 

Peninjauan dilakukan pada dua 

Kelompok Tani Hutan, yaitu KTH 

Gunung Birah dan KTH Bumi Priangan, 

guna memastikan pelaksanaan program 

pembinaan dan bantuan ternak berjalan 

efektif serta memberikan manfaat bagi 

kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Selatan direncanakan memfasilitasi 

bantuan ternak pada tahun 2026 melalui 

pendanaan REDD+, berupa 25 ekor 

kambing dan 10 ekor sapi. Dengan 

harapan dapat meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan anggota 

kelompok serta pelestarian hutan.  

silvopastura berpotensi meningkatkan 

pendapatan masyarakat desa serta 

menciptakan lapangan kerja baru. 

Koordinasi yang berkelanjutan antara 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Selatan dan KPH Tanah Laut dalam 

pembinaan, kerja sama, dan inovasi 

kehutanan diharapkan dapat 

memperkuat keberlanjutan kegiatan 

silvopastura serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 

Tanah Laut. 

Partisipasi perempuan mencapai 60 % 

dari unsur ASN, penentuan tim survey 

berdasarkan fungsi dan keahlian 

masing-masing. 

Capaian output masih dalam 

proses. Pada tahun 2025 

kuartal 3 (tiga) telah 

dilaksanakan lebih awal sub 

kegiatan (2.1.2.2). 

Pengembangan Silvopastoral 

dari rencana yang akan 

dilaksanakan pada kuartal 4 

(empat) tahun 2025. Kegiatan 

dilaksanakan dalam bentuk 

survey Lokasi pengembangan 

usaha silvopastoral di dua 

Kelompok Tani Hutan, yaitu 

KTH Gunung Birah dan KTH 

Bumi Priangan. 
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[Foto. Pengecekan lokasi pengembangan silvopastura di KPH Tanah Laut] 

3.1. Menguatnya 

kapasitas 

kelembagaan 

pengelola/pelaks

ana REDD+ Prov 

Kalsel 

3.1.1. Penguatan kelembagaan Pokja 

REDD+ Provinsi Kalsel 

Tersediannya 

dokumen 

mekanisme kerja 

dari Pokja REDD+ 

terkait pelaksanaan 

REDD+ Prov Kalsel 

On Going 50% 

Kegiatan utama di dukung dengan 7 

(tujuh) sub kegiatan yaitu  (3.1.1.1). FGD 

Mekanisme kerja Rencana Kerja Pokja 

REDD+ Kalsel. (3.1.1.2). Studi banding 

POKJA untuk pembelajaran 

pelaksanaan Biocarbon Fund di Jambi. 

(3.1.1.3). Sosialisasi dan/atau konsultasi 

publik rencana pelaksanaan REDD+ di 

Kalsel. (3.1.1.4). Koordinasi dan 

konsultasi daerah terkait kelembagaan 

REDD+ di Kalsel 

(3.1.1.5). Koordinasi dan konsultasi 

dengan para pihak  terkait rencana hasil  

implementasi REDD+ (termasuk 

KLH/K). (3.1.1.6). Supporting sekretariat  

PokjaREDD+ 

3.1.1.7. Peningkataan kapasitas Pokja 

REDD+ dalam forum internasinal. 

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 2 

(dua) sub kegiatan yaitu ; (3.1.1.3). 

Sosialisasi dan/atau konsultasi publik 

rencana pelaksanaan REDD+ di Kalsel) 

dan (3.1.1.6). Supporting sekretariat  

PokjaREDD+. 

Capaian output masih dalam 

proses, pada tahun 2025 telah 

mencapai 50% dengan 

tersedianya 1 (satu) laporan 

sosialisasi dan 1 (satu) laporan 

kesekretariatan Pokja REDD+ 

3.1.1.3. Sosialisasi dan/atau konsultasi 

publik rencana pelaksanaan REDD+ di 

Kalsel 

1 (satu) laporan 

sosialisasi atau 

konsultasi pubik 

Tercapai 100% 
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Sosialisasi atau konsultasi publik 

dilaksanakan dalam 2 (dua) rangkaian:  

Pertama, Sosialisasi pelaksanaan 

REDD+ di Provinsi Kalimantan Selatan 

di Hotel Novotel Banjarbaru tanggal 6 

November 2025 dengan membahas 

mengenai kebijakan nasional REDD+, 

penadanaan dan implementasi daerah. 

Kedua, Kick off penanaman program 

RBP REDD+ Provinsi Kalimantan 

Selatan tahun 2025 tanggal 27 

November 2025 di Tanah milik Pemprov 

Kalsel, Kel. Cempaka, Banjarbaru. 

Kegiatan ini sebagai dukungan 

pendanaan dari Green Climate Fund 

(GCF) yang tersebar di 5 (lima) lokasi 

dengan luas 250 hektare. Selanjutnya 

penanaman akan dilaksanakan pada 

area seremonial (100 ha) dan lokasi 

lainnya mencakup luas 150 ha. 

Partisipasi Perempuan mencapai 24% 

terdiri dari unsur Pimpinan Pemda, OPD, 

Anggota Masyarakat, OMS, akademisi, 

KPH dan staff Project. 

Peserta kegiatan berdasarkan surat 

tugas masing-masing OPD dan 

kehadiran Masyarakat berdasarkan 

musyawarah mufakat pengurus. 

Perempuan diberikan kesempatan 

memberi masukan di setiap sesi diskusi. 

Setiap masukan dicatat dalam laporan 

kegiatan. 

Capaian output masih 

berproses, sedangkan untuk 

target kegiatan telah tersusun 1 

(satu) laporan sosialisasi, 

Dimana telah dilaksanakan 1 

(satu) kali kegiatan sosialiasi 

(indoor) dan kick Off 

Penanaman (outdoor) sebagai 

bagian dari kegiatan sosialisasi. 

 

[Foto. Sosialisasi pelaksanaan REDD+ Provinsi Kalimantan Selatan] 
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3.1.1.4. Koordinasi dan konsultasi 

daerah terkait kelembagaan REDD+ di 

Kalsel 

2 (dua) laporan 

koordinasi 

konsultasi REDD+ 

Tertunda 0% 

Masuk dalam rencana kerja tahun 2025 

dengan tager 2 (dua) kali koordinasi 

konsultasi REDD+, tetapi belum 

terlaksana 

Hingga laporan ini disusun 

target output dalam proses, 

target kegiatan 2 (dua) laporan 

koordinasi konsultasi REDD+i 

menggalami penundaan karena 

akan dilaksanakan pada tahun 

berikutnya. 

3.1.1.6. Supporting sekretariat  

PokjaREDD+ 

2 (dua) laporan 

kesekretariatan 

Pokja REDD+ 

On going 50% 

Supporting sekretariatan Pokja REDD+ 

Kalimantan Selatan dimulai dengan 

penyediaan tenaga administrasi dan 

konsultan/stakeholder engagement 

untuk memudahkan proses 

implementasi kegiatan, khususnya dari 

aspek administrasi dan substatif 

program. Selain itu juga dilakukan 

pembelian 1 (satu) unit printer untuk 

kesekretariatan pokja REDD+ 

Kalimantan Selatan. 

Hingga laporan ini disusun 

capaian output dalam proses. 

Target kegiatan tahun 2025 

telah tercapai dengan tersusun 

1 (satu) laporan kesekretariatan 

Pokja REDD+. 

3.3. Implementasi 

Proklim 

3.3.3. Penyusunan Peta Jalan Proklim 

Provinsi Kalimantan Selatan 

1 (satu) Dokumen 

Peta Jalan Proklim 

Provinsi Kalimantan 

Selatan 

Tercapai 100% 

 

Kegiatan utama didukung dengan 2 

(dua) sub kegiatan yaitu ; (3.3.3.1). Jasa 

Konsultansi Pembuatan / Penyusunan 

Dokumen Profil Kampung Iklim (Road 

Map) di Provinsi Kalimantan Selatan dan 

(3.3.3.2). Pengadaan Barang untuk 

penyusunan peta jalan proklim Provinsi 

Kalsel. 

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 

(3.3.3.2). Pengadaan Barang untuk  

penyusunan peta jalan proklim Provinsi 

Kalimantan Selatan sesuai dengan 

rencana. 

Pada tahun 2025, penyusunan 

peta jalan proklim di Provinsi 

Kalimantan Selatan telah 

mencapai 100% 

3.3.3.2. Pengadaan Barang untuk  

penyusunan peta jalan proklim Provinsi 

Kalimantan selatan 

1 (satu) paket 

pengadaan barang 

penyusunan peta 

jalan proklim 

Tercapai 100%  

Penyusunan peta jalan ProKlim Provinsi 

Kalimantan Selatan masih berada pada 

tahapan persiapan dan belum 

memasuki tahap pelaksanaan. Kegiatan 

yang dilakukan dimulai pada pengadaan 

barang untuk mendukung proses 

penyusunan peta jalan tersebut. 

Pengadaan meliputi perangkat 

elektronik berupa 1 (satu) unit PC, 3 

Hingga laporan ini disusun 

capaian output dalam proses. 

Pada tahun 2025 telah tercapai 

target kegiatan berupa 

pengadaan 1 (satu) paket 

barang pendukung penyusunan 

peta jalan proklim. 

Paket pengadaan dilaksanakan 

lebih cepat di kuartal 3 (tiga) 
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(tiga) unit laptop, 1 (satu) unit tablet 

Android, 1 (satu) unit kamera, 1 (satu) 

unit harddisk eksternal, 1 (satu) unit 

drone, dan 1 (satu) unit printer. 

tahun 2025 dari jadwal kuartal 4 

(empat) tahun 2025.  

 

Foto. Serah terima pengadaan barang elektronik ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Kalimantan Selatan] 

Monitoring- 

Evaluasi dan 

Pembelajaran 

Monitoring-Evaluasi Program RBP 

REDD+ Kalsel 

 Tercapai 100% 

Untuk memastikan program berjalan 

sesuai dengan rencana dan mencapai 

hasil yang diinginkan, kegiatan 

Monitoring, Evaluasi, dan Pembelajaran 

(MEL) akan dilaksanakan secara 

berkala. Setiap tiga bulan sekali 

(Kuartal), akan dilakukan Monitoring dan 

Evaluasi (Monev) capaian program guna 

menilai kemajuan serta hasil yang telah 

dicapai. 

Pada tahun 2025, kegiatan 

Monev terlah terlaksana 100% 

Monev Triwulan 2 (dua) Laporan 

monev dan 

safeguard 

Tercapai 100% 

Monev triwulan dilaksanakan dengan 

beberapa rangkaian aktivitas:  

Pertama, pembahasan rencana 

kegiatan RBP REDD+ GCF Output 2 di 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Selatan tanggal 15 – 17 September 

2025. Pada kegiatan ini terdapat 

pemaparan kegiatan semester yang 

telah diajukan serta alur pelaksanaan 

kegiatan.  

 Hingga laporan ini disusun telah 

dilaksanakan 1 (satu) kali 

pembahasan rencana kegiatan, 

1 (satu) kali konsolidasi, dan 3 

(tiga) kali koordinasi dalam 

rangka Monev pada masa 

kuartal 3 (tiga) dan kuartal 4 

(empat) sehingga telah 

tersusun 2 (dua) laporan monev 

Tahun 2025. 
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Kedua, Konsolidasi dan Persiapan 

Pelaksanaan RBP REDD+ GCF Output 

2 tanggal 24 - 27 September 2025. Pada 

kegiatan ini terdapat pengenalan SOP, 

tata kelola proyek, proses adminstratif, 

dokumen keuangan, serta safeguard. 

Serta pedampingan tim provinsi kepada 

OPD untuk Menyusun rencana kerja 

kegiatan. 

Ketiga, Koordinasi pelaksanaan 

kegiatan Kick-off REDD+ Provinsi 

Kalimantan tanggal 29 September 2025. 

Kegiatan dilakukan sebagai persiapan 

penyelenggaraan kick off. 

Keempat, Koordinasi percepatan 

implementasi proyek tanggal 4 – 7 

November 2025 di Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan 

ini membahas percepatan dan isu-isu 

krusial yang sering muncul terjadi 

sebagai kendala  

Kelima, Koordinasi percepatan 

implementasi proyek tanggal 25 – 27 

November 2025 di Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan 

ini mencakup peninjauan lokasi 

penanaman 5.000 bibit dengan puncak 

kegiatan pada 27 November 2025 

Seremoni Kick-off dan Kegiatan 

penanaman ini dilakukan untuk 

merehabilitasi area seluas 100 hektar 

dari total 250 hektar yang akan dibiayai 

dana RBP, dibagi menjadi 4 (empat) 

blok yang ditanami komoditas berbeda 

termasuk pohon ulin, eucalyptus, dan 2 

(dua) blok buah-buahan. 

 

[Foto. Koordinasi percepatan implementasi proyek] 
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Berikut disajikan perkembangan terbaru mengenai indicator dampak berdasarkan logical framwork 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. 
 

Outcome Indikator 

Outcome 

Baseline Means of 

Verification  

(MoV) 

Capaian saat ini Target  

(Mid-term) 

Target  

(Final) 

Outcome 1:   

Menguatkan 

Kinerja 

Pemprov 

Kalimantan 

Selatan dalam 

menangani 

emisi GRK    

Menjaga  

Tingkat 

deforestasi 

dan 

degradasi 

tetap 

dibawah 

alokasi 

FREL dari 

baseline 

2015 

(Deforestasi 

sebesar 

1.469.285 

ton CO2e 

dan 

Degradasi 

sebesar 

817.873 ton 

CO2e)   

FREL 

2015 

(Deforest

asi 

sebesar 

1.469.28

5 ton 

CO2e 

dan 

Degrada

si 

sebesar 

817.873 

ton 

CO2e)   

Dokumen 

FREL 

Terealisasi 46 

patroli, 10 

pembekalan 

MPA, 1 (satu) 

pembinaan MMP, 

kegiatan teknis 

lapangan (ground 

check, 

sosialisasi, 

rantek), 

penanaman 100 

Ha di 1 (satu) 

lokasi RPH Kayu 

Tangi, serta 5 

(lima) 

pengawasan 

RHL.  

0 Tingkat deforestasi dan 

degradasi tetap 

dibawah alokasi FREL 

dari baseline 2015 

(Deforestasi sebesar 

1.469.285 ton CO2e 

dan Degradasi sebesar 

817.873 ton CO2e) 

Outcome 2. 

Berkembangn

ya usaha 

pengelolaan 

HHBK oleh 

masyarakat di 

dalam dan 

sekitar hutan   

Jumlah 

peningkatan 

produktivita

s hasil 

Agroforestri, 

Silvopastor

al dan 

produk 

HHBK   

Tahun 

2023 

produksi 

saat ini 

yaitu:  

Kopi 300-

400 

Kg/Bulan

300 kg 

s/d 600 

kg/bulan 

kemiri 

kupas  

8 

(delapan) 

ekor 

kambing 

dan 2 

(dua) 

ekor sapi 

Laporan 

monitoring 

dan 

evaluasi 

akhir 

program, 

testimoni, 

dokumenta

si   

Telah 

dilaksanakan 

pengadaan 

tenaga admin 

OPD untuk 

mendukung 

peningkatan 

kapasitas SDM 

KPS serta survei 

pengembangan 

silvopastoral di 

KTH Gunung 

Birah dan KTH 

Bumi Priangan. 

Seluruh capaian 

output masih 

dalam proses 

penyelesaian. 

0 Meningkatnya 

produktivitas produk 

Agroforestri, 

Silvopastoral dan 

produk HHBK 

Masyarakat yang 

dikelola secara lestari 

Outcome 3. 

Menguatnya 

Kebijakan dan 

kelembagaan 

Implementasi 

REDD+ dan 

Menguatny

a kebijakan 

pengelolaan 

REDD+ 

 Dokumen 

mekanisme 

kerja 

POKJA 

REDD+ 

Kalsel, 

1 (satu) laporan 

sosialisasi, 1 

(satu) laporan 

kesekretariatan 

Pokja REDD+, 1 

(satu) paket 

0 Tersedianya dokumen 

REDD+ Sub national 

dan terbangunnya 

komitmen donor terkait 
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NDC di 

Provinsi 

Kalimantan 

Selatan 

Kalimantan 

Selatan    

Rencana 

Aksi 

REDD+ 

Provinsi 

Kalsel, 

FREL, 

MRV, BSM 

dan 

Safeguard, 

laporan 

kegiatan, 

dokumenta

si   

barang ProKlim, 

dan 2 (dua) 

laporan monev 

terealisasi, 

sementara 2 

(dua) laporan 

koordinasi 

REDD+ ditunda 

ke tahun 

berikutnya. 

pendanaan RBP 

REDD+ Provinsi Kalsel  

 

3.   Tantangan Implementasi dan Pelajaran yang Dipetik 

Pelaksanaan Proyek RBP REDD+ Output 2 di Provinsi Kalimantan Selatan telah berjalan dan telah 
memberikan pembelajaran penting bagi penguatan tata kelola, perencanaan, dan sinergi multipihak ke 
depannya. Berikut tantangan dan pelajaran yang dapat dipetik untuk pelaksanaan tahun pertama: 

 
Jenis Tantangan Yang 

Dihadapi 

Status 

Kondisi 

Tindakan Yang 

Diambil 

Dampak Terhadap 

Implementasi 

Pelajaran Yang Dapat 

Dipetik Dan Keterangan 

Lainnya 

Program Keterbatasan 

waktu, dan SDM 

dalam penyusunan 

dokumen RPHJP 

Tinggi Pengadaan tenaga 

ahli  

Mulai proses 

penyusunan 

dokumen RPHJP di 

4 (empat) KPH 

Perlu peningkatan 

sumberdaya manusia di 

tingkat KPH dalam rangka 

penyusunan/revisi RPJHP 

Program Rendahnya 

Pemahaman 

tentang RBP 

REDD+ GCF 

Output 2 di Tingkat 

tim teknis dan  

Masyarakat 

Sedang Menyusun profil 

singkat project RBP 

REDD+ GCF Output 

2 

Meningkatnya 

pengetahuan tim 

teknis dan 

Masyarakat tentan 

RBP REDD+ GCF 

Output 2 

Perlunya workshop dan 

sosialisasi dalam 

menyebarkan informasi 

tentang RBP REDD+ GCF 

Output 2. 

Program/ 

kegiatan 

Kegiatan proyek 

dimulai pada akhir 

tahun 2025, 

dimana hampir 

semua 

pelaksana/OPD 

fokus pada 

penyelesaian 

kegiatan dan 

pelaporan (APBD). 

Sedang Penyesuaian  

kegiatan yang telah 

direncanakan 

Beberapa kegiatan 

yang harusnya 

dilaksanakan pada 

awal proyek tidak 

dapat terlaksana. 

Pengaturan dan 

penjadwalan kegiatan 

harus melihat dinamika 

OPD ditingkat provinsi, 

terutama pada akhir tahun 

fiscal. 

Pengadaa

n 

Risiko 

Keterlambatan 

Proses 

Rendah Proses Lelang lebih 

awal 

Perlu perubahan 

dokumen 

pengadaan 

Pengadaan jasa dan 

barang sebaiknya lebih 

awal dilaksanakan, 

terkhususnya bibit pohon 

dan pendukung 

pertumbuhan. 
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Pengadaa

n 

Kapasitas 

pengelola 

pengadaan 

Kecil Melakukan 

konsultasi  

Meningkatnya 

kapasitas pengelola 

Pedoman teknis 

pengadaan mampu 

menjadi acuan proses 

pengadaan 

Safeguard Rendahnya 

keterlibatan 

perempuan  

Sedang Mendorong 

keterlibatan 

(utusan) perempuan 

disetiap kegiatan 

Meningkatnya 

kehadiran 

perempuan pada 

pertemuan ditingkat 

desa. 

Peran perempuan sangat 

signifikan disetiap kegiatan, 

namun terhalang 

administrasi 

Safeguard Ketersedian 

dokumen MOV 

Tinggi Melakukan 

koordinasi rutin 

Kelengkapan 

administrasi 

meningkat 

Penentuan indikator 

keluaran setiap kegiatan 

dan penanggungjawab. 

Safeguard  Masih lemahnya 

pemahaman 

pelaksana/OPD 

bawah safeguard 

menjadi bagian 

rangkaian kegiatan 

dalam proyek. 

 

Kecil Mendampingi dan 

mengingatkan 

pelaksana/OPD 

dalam penerapan 

safeguard proyek. 

Dampak terkait 

pemahaman ini 

tidak signifikan, 

mengingat proses 

intervensi dari 

Lemtara telah 

dilakukan seperti 

mendampingi dan 

mengingatkan 

kebutuhan 

kewajiban 

safeguard proyek. 

Perlu melakukan integrasi 

antara safeguard proyek ke 

dalam kegiatan-kegiatan 

OPD pelaksana. 

 

 

Keuangan Ketaatan dan 

kepatuhan OPD 

pelaksana terkait 

SOP keuangan 

dan standar 

administrasi yang 

telah ditentukan 

masih ada yang 

belum sesuai, 

seperti 

pertanggung 

jawaban 

transportasi (nilai 

yang tidak sesuai 

dengan PMK dan 

bukti pertanggung 

jawaban). 

Sedang Menegakkan 

prosedur dan 

mengingatkan OPD 

terkait standar yang 

digunakan. 

Keterlambatan 

(revisi) dalam 

proses pertanggung 

jawaban keuangan 

dari OPD 

pelaksana. 

 

Adanya dinamika keuangan 

ini, dibutuhkan proses 

pengawalan dan ketelitian 

dari proses pertanggung 

jawaban. Dan pada 

tingkatan OPD, dibutuhkan 

PIC khusus yang 

bertanggung jawab terkait 

administrasi dan keuangan. 

Keuangan 

 

Terdapat beberapa 

pelaksanaan 

kegiatan yang 

cenderung 

“mendadak” 

sehingga proses 

penyiapan 

administrasi 

cenderung  terburu 

buru dan sebagian 

kegiatan 

menggunakan 

Sedang Tetap memproses 

kegiatan dan 

mengawal proses 

pertanggung 

jawaban laporan 

keuangan 

Keterlambatan 

(revisi) dalam 

proses pertanggung 

jawaban keuangan 

dari OPD 

pelaksana. 

 

Adanya dinamika keuangan 

ini, dibutuhkan proses 

pengawalan dan ketelitian 

dari proses pertanggung 

jawaban. Dan pada 

tingkatan OPD, dibutuhkan 

PIC khusus yang 

bertanggung jawab terkait 

administrasi dan keuangan. 
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mekanisme 

reimburse. 

 

 

3. Implementasi Perlindungan Lingkungan Dan Sosial & Gender 

 
Laporan Tahunan Safeguard Tahun 2025 Program RBP REDD+ Output 2 di Provinsi Kalimantan Selatan 

menggambarkan kemajuan implementasi perlindungan lingkungan, sosial, dan gender sesuai komitmen 

Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) BPDLH. Sepanjang periode Oktober-Desember 

2025, pelaksanaan program difokuskan pada mendukung KPH dalam menyusun/revisi 4 (empat) 

dokumen RPHJP, penyusunan 5 (lima) dokumen rencana kerja pemerintah RKP RHL, Pengembangan 

silvopastoral, sosialisasi pelaksanaan RBP REDD+ Output 2, Penyusunan Peta Jalan Proklim Provinsi 

Kalimantan Selatan, serta peningkatan kapasitas para pihak dengan tetap memastikan kepatuhan 

terhadap seluruh prinsip ISP BPDLH.  

Tidak ditemukan kecelakaan kerja maupun pelibatan pekerja anak selama periode pelaporan. 

Mekanisme penanganan pengaduan telah disosialisasikan secara aktif melalui pemaparan langsung 

dan pemasangan banner kanal pengaduan pada setiap kegiatan. Selama periode 2025 tidak terdapat 

pengaduan resmi yang masuk terkait pelaksanaan program. Mekanisme tetap tersedia dan dapat 

diakses oleh Masyarakat maupun pihak terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.  

Keterlibatan gender tercatat sebanyak 992 laki-laki (78%) dan 282 perempuan (22%). Meskipun 

partisipasi masih didominasi laki-laki karena sifat teknis kegiatan, program telah memastikan akses 

informasi, kesempatan setara, dan keterlibatan perempuan dalam FGD, Bimtek, penyusunan dokumen 

teknis, serta kegiatan ProKlim. Prinsip GEDSI dan nondiskriminasi ditegaskan dalam seluruh TOR 

rekrutmen dan pengadaan. Keterlibatan pemangku kepentingan dilakukan melalui koordinasi lintas 

OPD, konsultasi publik, FGD, pelibatan kelompok perhutanan sosial, pemerintah desa, akademisi, dan 

mitra pembangunan sejak tahap perencanaan hingga validasi dokumen teknis. Proses ini memastikan 

transparansi, partisipasi bermakna, serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat tapak.  

Secara umum, implementasi safeguard tahun 2025 menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap 

komitmen BPDLH, dengan beberapa catatan perbaikan pada penguatan dokumentasi kegiatan, serta 

peningkatan partisipasi perempuan pada kegiatan teknis tahun 2026. 

Kegiatan Mitra / Pemangku Kepentingan Peran Stakeholder dalam 

Pelaksanaan Program 

1.1.1 Penyusunan/Revisi 

RPHJP di 4 KPH  

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Selatan  

Sebagai penanggungjawab kegiatan di 

Tingkat Provinsi dan pelaksana 

kegiatan. 

Yayasan Penabulu  Sebagai Lembaga perantara 

1.1.2.2 Patroli 

pengamanan hutan  

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

Sebagai penanggungjawab kegiatan di 

Tingkat Provinsi dan pelaksana 

kegiatan. 

 9 (Sembilan) KPH dan 1 (satu) UPT 

Tahura ; 

1.UPTD Tahura Sultan Adam 

2.KPH Pulau Laut Sebuku 

3.KPH Sengayam 

4.KPH Cantung 

Sebagai pelaksana kegiatan patroli 

pengamanan hutan 
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5.KPH Kusan 

6.KPH Tanah Laut 

7.KPH Kayu Tangi 

8.KPH Hulu Sungai 

9.KPH Balangan 

10. KPH Tabalong 

1.1.2.4 Pembekalan dan 

pembinaan terhadap 

Masyarakat Peduli Api di 

9 KPH dan 1 UPT 

Tahura  

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

 

Sebagai penanggungjawab kegiatan di 

Tingkat Provinsi dan pelaksana 

kegiatan. 

9 (Sembilan) KPH dan 1 (satu) UPT 

Tahura ; 

1.UPTD Tahura Sultan Adam 

2.KPH Pulau Laut Sebuku 

3.KPH Sengayam 

4.KPH Cantung 

5.KPH Kusan 

6.KPH Tanah Laut 

7.KPH Kayu Tangi 

8.KPH Hulu Sungai 

9.KPH Balangan 

10. KPH Tabalong 

Sebagai pelaksana kegiatan 

pembekalan dan pembinaan 

1.1.2.5 Pembinaan MMP  Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

Sebagai penanggungjawab kegiatan di 

Tingkat Provinsi dan pelaksana 

kegiatan. 

KPH Tabalong  sebagai pelaksana kegiatan  

1.2.1.1 Penyusunan RKP 

RHL  

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

 

Sebagai penanggungjawab kegiatan di 

Tingkat Provinsi dan pelaksana 

kegiatan. 

9 (Sembilan) KPH dan 1 (satu) UPT 

Tahura ; 

1.UPTD Tahura Sultan Adam 

2.KPH Pulau Laut Sebuku 

3.KPH Sengayam 

4.KPH Cantung 

5.KPH Kusan 

6.KPH Tanah Laut 

7.KPH Kayu Tangi 

8.KPH Hulu Sungai 

9.KPH Balangan 

10. KPH Tabalong 

Sebagai pelaksana penyusunan RKP 

RHL. 

1.2.2.1 Penanaman Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

Sebagai penanggungjawab kegiatan di 

Tingkat Provinsi dan pelaksana 

kegiatan. 

KPH Kayu Tangi Sebagai pelaksana kegiatan 

Yayasan Penabulu  Sebagai Lembaga perantara 

1.2.2.4 Pengawasan 

Kegiatan RHL 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

Sebagai penanggungjawab kegiatan di 

Tingkat Provinsi dan pelaksana 

kegiatan. 
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9 (Sembilan) KPH dan 1 (satu) UPT 

Tahura ; 

1.UPTD Tahura Sultan Adam 

2.KPH Pulau Laut Sebuku 

3.KPH Sengayam 

4.KPH Cantung 

5.KPH Kusan 

6.KPH Tanah Laut 

7.KPH Kayu Tangi 

8.KPH Hulu Sungai 

9.KPH Balangan 

10. KPH Tabalong 

Sebagai pelaksana pengawasan RHL. 

2.1.1.1. Peningkatan 

Kapasitas SDM KPS 

terkait operasionalisasi 

PS  

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

 

Sebagai penanggungjawab kegiatan di 

Tingkat Provinsi dan pelaksana 

kegiatan. 

 9 (Sembilan) KPH dan 1 (satu) UPT 

Tahura ; 

1.UPTD Tahura Sultan Adam 

2.KPH Pulau Laut Sebuku 

3.KPH Sengayam 

4.KPH Cantung 

5.KPH Kusan 

6.KPH Tanah Laut 

7.KPH Kayu Tangi 

8.KPH Hulu Sungai 

9.KPH Balangan 

10. KPH Tabalong 

Sebagai pelaksana kegiatan 

peningkatan kapasitas SDM 

2.1.2.2 Pengembangan 

Silvopastoral  

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

Sebagai penanggungjawab kegiatan di 

Tingkat Provinsi dan pelaksana 

kegiatan. 

KPH Tanah Laut Sebagai pelaksana kegiatan tingkat 

tapak 

Kelompok Tani Hutan (KTH) 

1.KTH Gunung Birah 

2.KTH Bumi Priangan 

Sebagai penerima manfaat 

3.1.1.3 Sosialisasi 

dan/atau konsultasi 

public rencana 

pelaksanaan REDD+ di 

Prov. Kalimantan Selatan 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

Sebagai penanggungjawab kegiatan di 

Tingkat Provinsi dan pelaksana 

kegiatan. 

Kementerian Kehutanan RI Sebagai narasumber kegiatan 

9 (Sembilan) KPH dan 1 (satu) UPT 

Tahura ; 

1.UPTD Tahura Sultan Adam 

2.KPH Pulau Laut Sebuku 

3.KPH Sengayam 

4.KPH Cantung 

5.KPH Kusan 

Sebagai peserta kegiatan 
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6.KPH Tanah Laut 

7.KPH Kayu Tangi 

8.KPH Hulu Sungai 

9.KPH Balangan 

10. KPH Tabalong 

Yayasan Penabulu Lembaga perantara 

3.1.1.6 Supporting 

secretariat Pokja 

REDD+  

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

Sebagai penanggungjawab kegiatan di 

Tingkat Provinsi dan pelaksana 

kegiatan. 

Yayasan Penabulu Lembaga perantara 

3.3.3.2 Pengadaan 

Barang untuk 

penyusunan peta jalan 

proklim Provinsi 

Kalimantan Selatan 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

Sebagai penanggungjawab kegiatan di 

Tingkat Provinsi dan pelaksana 

kegiatan. 

PT. Bitekra Pilar Pratama Sebagai Vendor Pengadaan Barang 

Monev Triwulan Yayasan Penabulu Lembaga perantara 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Kalimantan Selatan 

Sebagai pelaksana monev 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

 

Sebagai penanggungjawab kegiatan di 

Tingkat Provinsi dan pelaksana 

kegiatan. 

 
Laporan implementasi safeguard dapat diakses pada link dibawah ini: Laporan Implementasi Safeguard 
Kalimantan Selatan 2025    

 

4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut  

Pelaksanaan proyek RBP REDD+ GCF Output 2 Tahun 2025 secara umum berjalan sesuai dengan 

rencana kerja yang telah ditetapkan, meskipun sebagian besar capaian output masih dalam tahap 

proses penyelesaian. Sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan berbagai kegiatan utama, antara lain 

pengadaan jasa tenaga ahli untuk penyusunan dokumen RPHJP, pelaksanaan 46 kali patroli dari target 

140 kali kegiatan, 10 kali pembekalan MPA, serta 1 (satu) kali pembinaan MMP. Selain itu, telah 

dilaksanakan 7 (tujuh) kali ground check, 1 (satu) risalah lapangan, 3 (tiga) sosialisasi penanaman, dan 

5 (lima) rapat teknis. Kegiatan pengadaan bibit dan penanaman juga telah dilaksanakan lebih awal dari 

jadwal, dengan realisasi penanaman pada 1 (satu) lokasi KPH Kayu Tangi seluas 100 Ha. Dalam 

mendukung pengamanan dan kualitas pelaksanaan RHL, telah dilakukan 5 (lima) kali kegiatan 

pengawasan dari 2 (dua) kegiatan yang direncanakan. Subkegiatan peningkatan kapasitas SDM KPS 

serta pengembangan silvopastoral juga telah dilaksanakan lebih awal pada Kuartal III Tahun 2025.  

 

Selain itu, telah tersusun 1 (satu) laporan sosialisasi, 1 (satu) laporan kesekretariatan Pokja REDD+, 2 

(dua) laporan monitoring dan evaluasi (monev), serta terlaksananya pengadaan 1 (satu) paket barang 

pendukung penyusunan peta jalan ProKlim. Meskipun terdapat beberapa target kegiatan seperti 

koordinasi dan konsultasi REDD+ yang mengalami penundaan dan dijadwalkan pada tahun berikutnya, 

secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan menunjukkan progres yang baik, termasuk beberapa 

kegiatan yang direalisasikan lebih cepat dari jadwal. 

 

https://penabulufoundation-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hamda_khairuzani_penabulufoundation_org/IQAx0smfcVVWSo1rCrHUBK09AWUhgAGEoE7FWNzEmh1xWZY?e=xqDW9g
https://penabulufoundation-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/hamda_khairuzani_penabulufoundation_org/IQAx0smfcVVWSo1rCrHUBK09AWUhgAGEoE7FWNzEmh1xWZY?e=xqDW9g
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Hambatan lain muncul dalam tahap pelaksanaan, terutama pada proses menerjemahkan perencanaan 
dalam proposal yang masih bersifat umum menjadi kebutuhan implementasi yang rinci di tingkat tapak. 
Penentuan lokus kegiatan membutuhkan verifikasi, klarifikasi, dan pendalaman data agar intervensi 
yang dilakukan tepat sasaran serta sesuai kondisi lapangan. Konsekuensinya, proses berjalan lebih 
panjang karena harus melalui tahapan penetapan prioritas, pemenuhan persyaratan teknis, serta 
mekanisme persetujuan dari para pihak terkait sebelum kegiatan dapat dieksekusi. Pada saat yang 
sama, penerapan pendekatan partisipatif PADIATAPA/FPIC—sebagai prasyarat penting sebelum 
penanaman—memerlukan waktu yang lebih panjang untuk membangun pemahaman bersama dan 
mencapai kesepakatan dengan masyarakat. 
 

Sebagai tindak lanjut pada Tahun 2026, direncanakan penyelesaian sisa target patroli, pelaksanaan 

penanaman pada lokasi lainnya sesuai rencana, serta finalisasi laporan RHL setelah seluruh kegiatan 

penanaman selesai. Selain itu, kegiatan koordinasi dan konsultasi REDD+ yang tertunda akan 

direalisasikan, disertai dengan penguatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan RHL, silvopastoral, 

dan pemberdayaan kelompok. Pendampingan terhadap kelompok tani hutan hasil survei 

pengembangan silvopastoral juga akan ditingkatkan, serta dilakukan finalisasi berbagai dokumen 

perencanaan, termasuk dokumen RPHJP dan peta jalan ProKlim, guna memastikan capaian Output 2 

dapat terealisasi secara optimal dan berkelanjutan. 
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Lampiran 

 

Lampiran 1. Kemajuan Capaian Program Provinsi Kalimantan Selatan dalam Excel 

Lampiran 1. Kemajuan Capaian Program_KP II_(Kalimantan Selatan).xlsx 

 

Lampiran 2. Link Dokumentasi Pelaksanaan Program/Kegiatan  

Kode 
Kegiatan 

Link Dokumen 

1.1.1 https://drive.google.com/drive/folders/1bR6QNmnKMMdcUx_i_Vxfw-Szwqg9BEdZ?usp=drive_link  

1.1.2.2 https://drive.google.com/drive/folders/1dWU2Jeaf93Ctse-lKrd-m_Cn3YqGrduG?usp=drive_link  

1.1.2.4 https://drive.google.com/drive/folders/1Dce5RxG2D_p_WHPomYfQLERiWBodncsQ?usp=drive_link  

1.1.2.5 https://drive.google.com/drive/folders/1T8SsRHjxXhOSId5pKjcsF-ts0f3HN1ng?usp=drive_link  

1.2.1.1 https://drive.google.com/drive/folders/1NfpfYtkm_FkELSFm8gnT8QHFRacLrK2J?usp=drive_link  

1.2.2.1 https://drive.google.com/drive/folders/169iKSM4qVwNcBJZq0UvZZRy2dxD0cdpD?usp=drive_link  

1.2.2.4 https://drive.google.com/drive/folders/1J_i3j6PyAcHwlprGxtrIGKIhTpKMC8hB?usp=drive_link  

2.1.1.1 https://drive.google.com/drive/folders/19iieHuCDsae6c6yKGRGiRnOL94XBkI_U?usp=drive_link  

2.1.2.2 https://drive.google.com/drive/folders/1_dQoGmPXT44m9Z6xic-mkGnBhUG9DIhp?usp=drive_link  

3.1.1.3 https://drive.google.com/drive/folders/1FGKrAIIh6TqQLU7VYxFQfqK2obeudFew?usp=drive_link  

3.1.1.6 https://drive.google.com/drive/folders/13JZW7NazdjfR7EtMvLD8fhykDOxRKT_j?usp=drive_link  

3.3.3.2 https://drive.google.com/drive/folders/1BJHgsj_zAKbXWyWcf-yqzv89QEz0xgu-?usp=drive_link  

SP https://drive.google.com/drive/folders/1zysi6LwJ-5DIjTKoDQkITEoQQf5zBCmT?usp=drive_link  

 

 

https://penabulufoundation-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/hamda_khairuzani_penabulufoundation_org/IQAfokdfMxsiRrCencY-aqQGAbQ1tH_6lH9vFLSVUHwNBMk?e=b5sKCK
https://drive.google.com/drive/folders/1bR6QNmnKMMdcUx_i_Vxfw-Szwqg9BEdZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dWU2Jeaf93Ctse-lKrd-m_Cn3YqGrduG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Dce5RxG2D_p_WHPomYfQLERiWBodncsQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1T8SsRHjxXhOSId5pKjcsF-ts0f3HN1ng?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NfpfYtkm_FkELSFm8gnT8QHFRacLrK2J?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/169iKSM4qVwNcBJZq0UvZZRy2dxD0cdpD?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1J_i3j6PyAcHwlprGxtrIGKIhTpKMC8hB?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/19iieHuCDsae6c6yKGRGiRnOL94XBkI_U?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_dQoGmPXT44m9Z6xic-mkGnBhUG9DIhp?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FGKrAIIh6TqQLU7VYxFQfqK2obeudFew?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/13JZW7NazdjfR7EtMvLD8fhykDOxRKT_j?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1BJHgsj_zAKbXWyWcf-yqzv89QEz0xgu-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zysi6LwJ-5DIjTKoDQkITEoQQf5zBCmT?usp=drive_link

